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Abstrak
 

Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Rupiah akan mempengaruhi stabilitas

moneter, seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Selain itu, Indonesia pernah

kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan dikarenakan dominasi penggunaan Ringgit Malaysia pada kegiatan

perekonomian. Jika kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah rendah, maka kedaulatan wilayah

Indonesia dapat diragukan. Pemerintah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia

yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang

menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,

penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, transaksi keuangan lainnya yang

dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan

kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi keuangan secara tunai di wilayah NKRI dalam

rangka menunjang tercapainya stabilitas moneter dan penegakan kedaulatan negara. Bentuk penelitian ini

adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi

efektivitas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dapat berjalan secara efektif dipengaruhi oleh 3 unsur

sistem hukum yaitu substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015,

struktural hukum yaitu Bank Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum, dan kultur

hukum yaitu kebiasaan masyarakat. Penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI

berarti mendukung tercapainya stabilitas moneter dan menjaga kedaulatan negara. Saran pemerintah harus

terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah perbatasan dan membuat

regulasi pembatasan nilai transaksi jual-beli mata uang.
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The level of Indonesian people's trust in the Rupiah will affect monetary stability, as happened during the

1997-1998 monetary crisis. In addition, Indonesia has lost the Sipadan and Ligitan areas due to the

dominance of the use of the Malaysian Ringgit in economic activities. If Indonesias public confidence in the

Rupiah is low, then the sovereignty of Indonesias territory can be doubted. The government requires the use

of the Rupiah in the Indonesian territory as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011

concerning Currency which states that Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of

payment, settlement of other obligations that must be fulfilled with money, other financial transactions

carried out in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study examines the

effectiveness of regulating the obligation to use Rupiah in cash financial transactions in the NKRI region in

order to support the achievement of monetary stability and the enforcement of state sovereignty. The form of

this research is normative juridical with analytical descriptive type. The results of this study are factors that

influence the effectiveness of the obligation to use the Rupiah can run effectively influenced by 3 elements
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of the legal system, namely the substance of law namely Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank

Indonesia Regulation Number 17/3 / PBI / 2015, Bank Indonesia Circular Number 17/11 / DKSP/2015, legal

structure, namely Bank Indonesia and the Police of the Republic of Indonesia as law enforcers, and legal

culture, namely the habits of the people. The use of the Rupiah in every transaction in the NKRI region

means supporting the achievement of monetary stability and safeguarding state sovereignty. Suggestions the

government must continue to disseminate to the public, especially the people in the border areas and make

regulations limiting the value of buying and selling currency transactions.


